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TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD SMP SATU ATAP SITUAK BARATAH
KECAMATAN LEMBAH MELINTANG MENJADI SMP NEGERI 5§ LEMB

Menimbang

4 . Menimbang

Mengingat

MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT
BUPATI PASAMAN BARAT

: a bahwa dengan telah selesainya Pembangunan SMP Satu Atap Situak Barat

Kecamatan Lembah Melintang dan sesuai petunjuk pelaksanaan
pembangunan USB SMP Satu Atap perlu dilakukan Qerubahan nama SMP
Satu Atap tersebut menjadi SMP Negeri 5 Lembah Melintang

: a bahwa dalam rangka tercapainya peningkatan mutu pendidikan dan

perluasan akses di Bidang Pendidikan, maka Pembangunan Unit _Sekolah
Baru (USB) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 perlu dilakukan

penegeriannya.

b.bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut pada butir (a) diatas perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat.

: 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 (tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

2. Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4348);

3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 43 S5y

4. UmMang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan
Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4844 );

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 443 8);

6. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140

. f;mb;rhaann Il;embaran Negara Republik Indonesia nomor 4578); ’

.. Pera emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent i
Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerin b Pembagmx.] Urusan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembagar

tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembai
nomor 4737);










